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Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Penelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik

berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas

emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah

bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di

Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan

Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang

memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara

Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif,

kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk

mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya

operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan

listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif

cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya

dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025,

sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal

dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat

untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan

pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas

sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi

dampak yang akan muncul.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the

high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of

vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is

still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so

researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as

Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature

studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government

which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets.

Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax

incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for
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investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import

duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy

General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric

vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from

import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax

incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of

transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan

the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side

and paying attention to the projected impacts that will emerge.


